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PEDOMAN TRANSLITERASI  
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini didasarkan 
pada Keputusan Bersama  Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 
sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
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ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
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ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
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2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
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أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
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2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang diikuti 
leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan 
dengan kata sambung. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir 
kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan 
Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD 
yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. 
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf 
kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan 
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dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر اللهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله اللها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Astri Nur Khasanah, NIM. 142111138; “SISTEM PENGUPAHAN 
KARYAWAN CV. GARUDA MULIA PERKASA DALAM PERSPEKTIF 
IJARAH”. 
 
Penelitian ini membahas bagaimana sistem pengupahan karyawan di CV. 
Garuda Mulia Perkasa dan apakah dengan sistem pengupahan tersebut sudah sesuai 
dengan rukun dan syarat dalam akad ijarah atau belum, karena di CV. Garuda Mulia 
Perkasa berbeda dalam menetapkan upah antara pekerja bangunan dengan sopir.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang 
di terapkan di CV. Garuda Mulia Perkasa dan untuk mengetahui apakah sistem 
pengupahan yang diterapkan di CV. Garuda Mulia Perkasa sudah sesuai dengan 
hukum Islam.   
 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari wawancara 
langsung dengan direktur, mandor, sopir dan pekerja maupun tukang. Analisis data 
menggunakan metode induktif dan deduktif. 
 
Dari hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa pengupahan karyawan 
di CV. Garuda Mulia Perkasa yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya adalah 
‘aqidain, obyek atau pekerjaan dan sighat. Sedangkan ujrah atau upah belum 
memenuhi syarat dalam akad Ijarah. 
 
 
 
Kata Kunci: CV. Garuda Mulia Perkasa, Upah, Hukum Islam 
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ABSTRACT 
 
 
Astri Nur Khasanah, NIM. 142111138;“SISTEM PENGUPAHAN 
KARYAWAN CV. GARUDA MULIA PERKASA DALAM PERSPEKTIF 
IJARAH.” 
 
This study discusses how employee salary system in CV. Garuda Mulia 
Perkasa and whether the salary system is in accordance with the rules and conditions 
in ijarah or not, because the CV. Garuda Mulia Perkasa is different in setting salary 
between construction workers and drivers. 
 
This study purpose to find out how the salary system in applied in the CV. 
Garuda Mulia Perkasa and to know whether the payment system applied in CV. 
Garuda Mulia Perkasa is in accordance with Islamic law. 
 
This research includes field research type with descriptive qualitative 
approach. Sources of data used are primary data sources from direct interviews with 
directors, foremen, drivers, workers and artisans. Data analysis uses deductive and  
inductive method. 
 
From the results of research and analysis shows that employees remuneration 
in CV. Garuda Mulia Perkasa which has been fulfilled in harmony and the condition 
is' aqidain, object or work and sighat, while ujrah or salary have not met the 
requirement in ijarah agreement. 
 
 
 
Keywords: CV. Garuda Mulia Perkasa, Salary, Islamic Law 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Manusia bisa hidup berkecukupan tanpa bantuan manusia lainnya 
rasanya adalah hal yang mustahil. Ia dibolehkan mencari rejeki atau sesuatu 
yang lainnya untuk mencukupi kehidupan dengan tidak merugikan orang lain 
dan dilakukan dengan cara yang halal dan benar. Salah satunya adalah dengan 
bekerja, yaitu mengerahkan keahlian maupun tenaga yang dimilikinya. 
Kegiatan yang dilakukan oleh dua orang yang berakad untuk meringankan 
salah satu pihak atau saling menguntungkan disebut ija>rah. Ija>rah 
merupakan salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.1 
  Setiap aktivitas umat, baik yang personal maupun publik selalu dicari 
ketentuan hukum Islamnya. Itu sebabnya hukum Islam tidak hanya berbicara 
hal-hal yang terkait dengan ritus peribadatan, makanan, minuman yang halal 
dan urusan keluarga. Pembicaraan hukum Islam bahkan bisa melebar ke soal-
soal politik, ekonomi dan sosial.2 
Hubungan antara manusia dengan manusia juga menjadi sorotan yang 
diatur dalam ajaran Islam, sebagaimana hubungan antara pengusaha dengan 
karyawannya. Setiap pengusaha tentunya ingin selalu memperoleh 
                                                          
1 Helmi Karim, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 30. 
2 Mahatir Muhammad Iqbal, “Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia”, Jurnal 
Al-Ahkam, (Surakarta) Vol.2 Nomor 1, 2017, hlm. 3. 
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keuntungan yang besar. Terkadang mengabaikan kepentingan orang lain dari 
usahanya tersebut, yaitu kepentingan karyawannya.  
Setiap pengusaha pasti ingin usahanya menjadi besar dan produktif. 
Keberhasilan dari usaha tersebut tentunya tergantung dari para karyawan yang 
mempunyai kualitas dalam melakukan kegiatan produksi. Karyawan yang 
mempunyai prestasi dalam melakukan kegiatan produksi, sewajarnya 
mendapatkan imbalan atau upah yang sesuai dengan yang dilakukannya.  
Seseorang boleh mengangkat pekerja dan menjadi pekerja atas suatu 
pekerjaan. Pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah 
diselesaikannya. Begitu juga sebaliknya, pemberi pekerjaan memiliki 
kewajiban untuk membayar upah kepada pekerja tersebut.3 
Upah itu sendiri sudah menjadi ketetapan yang harus dibayarkan oleh 
pengusaha kepada karyawannya. Dengan upah itu diharapkan karyawan bisa 
termotivasi meningkatkan kinerjanya dalam berproduksi, sehingga dapat 
memajukan perusahaan itu sendiri.  
Pemberian upah atau imbalan dalam ija>rah berupa sesuatu yang 
bernilai dan berupa benda material. Upah diberikan kepada pekerja baik 
berupa uang, barang maupun jasa dan tidak bertentangan dengan kebiasaan 
yang berlaku, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.4  
                                                          
3 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi 
Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112. 
4 Helmi Karim, Fiqh Muamalah ... ,hlm 36.  
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Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh 
seorang penyewa  sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang 
digunakannya. Sesuatu yang dianggap harga dalam jual beli dianggap pula 
layak pula sebagai sewa dalam ija>rah. Sewa atau upah merupakan sesuatu 
yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara’ dan harus diketahui jumlahnya.5 
Adanya pengupahan terjadi pada saat pekerja memberikan keahlian 
maupun tenaganya kepada majikan yang digunakan untuk mengerjakan suatu 
usaha yang dimiliki. Dengan demikian, majikan sebagai pemimpin bagi para 
pekerja maka ia harus bertanggung jawab terhadap mereka, dengan 
memberikan imbalan berupa pemberian upah atas pekerjaan yang telah 
dilakukannya. 
Bila seseorang membutuhkan pekerjaan untuk mencari nafkah, maka 
tidak boleh meminta-minta kepada orang, karena pekerjaan yang mengandung 
kehinaan lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain.6  
Para pekerja yang disewa jasanya tak ubahnya seperti wakil dari orang 
yang memberikan kepercayaan untuk melakukan tugasnya. Karena itu pekerja 
sewaan tidak wajib menanggung resiko kerusakan apapun, kecuali karena 
kelalaian/kesengajaan.7 
                                                          
5 Masjupri, Fiqh Muamalah (Sleman: Asnalitera, 2013), hlm. 214. 
6 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, terj. Amir Hamzah 
Fachrudin dan Asep Saefullah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 196. 
7  Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 99. 
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Ija>rah disyariatkan demi memenuhi kebutuhan manusia. Mereka 
membutuhkan rumah untuk ditempati, sebagian dari mereka membutuhkan 
pelayanan sebagian yang lain, membutuhkan hewan tunggangan untuk 
dikendarai dan membawa beban, membutuhkan tanah dan lahan untuk 
ditanami, membutuhkan berbagai peralatan dan perkakas untuk dipergunakan 
dalam kehidupan sehari-hari.8 
Dalam hal ini, agar penelitian mengarah pada tujuan dan manfaat 
penelitian, maka obyek yang dijadikan penelitian adalah CV. Garuda Mulia 
Perkasa. Perusahaan ini terletak di Dusun Karasan Desa Mojokerto 
Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen merupakan salah satu gambaran 
usaha yang bergerak di bidang proyek konstruksi bangunan.  
Alasan penulis melakukan penelitian di CV. Garuda Mulia Perkasa 
bahwa berdasarkan observasi awal, perusahaan ini juga tidak melakukan 
perjanjian atau kesepakatan para pihak dalam menetapkan jumlah upah. 
Penetapan upah yang dilakukan di CV. Garuda Mulia Perkasa kepada para 
karyawannya hanya berdasarkan kebijakan sepihak, yaitu ketetapan dari 
pimpinan saja. 
Perusahaan ini juga belum pernah dijadikan sebagai obyek penelitian 
yang sama dengan penelitian ini. Di lain hal, CV. Garuda Mulia Perkasa 
                                                          
8 Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. 
Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), hlm. 803. 
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merupakan perusahaan kontruksi yang sedang berkembang dan perusahaan ini 
yang mau terbuka untuk diteliti mengenai sistem pengupahannya.  
Dari pemaparan di atas, penulis tertarik meneliti praktik pengupahan 
yang berlaku di CV. Garuda Mulia Perkasa di Dusun Karasan Desa Mojokerto 
Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dengan judul penelitian “SISTEM 
PENGUPAHAN KARYAWAN CV. GARUDA MULIA PERKASA 
DALAM PERSPEKTIF IJA>RAH”.  
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana sistem pengupahan karyawan CV. Garuda Mulia Perkasa? 
2. Apakah sistem pengupahan karyawan CV. Garuda Mulia Perkasa sudah 
sesuai dengan hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di CV. 
Garuda Mulia Perkasa. 
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengupahan yang diterapkan di CV. 
Garuda Mulia Perkasa sudah sesuai dengan hukum Islam    
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat teoritis, yaitu memperkaya dan menambah ilmu pengetahuan 
pada umumnya dan pada disiplin ilmu hukum Islam dan sebagai salah satu 
sumber referensi dalam bidang keilmuan, untuk mengatasi dan 
meminimalisir masalah yang sama di masa yang akan datang. Khususnya 
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mengenai sistem pengupahan di CV. Garuda Mulia Perkasa dalam 
perspektif hukum Islam. 
2. Manfaat praktis, yaitu sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak terkait, 
khususnya pihak CV. Garuda Mulia Perkasa. Kajian ini diharapkan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya para pekerja yang ada di 
CV. Garuda Mulia Perkasa dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban 
terkait upah para pekerja. 
E. Kerangka Teori 
Upah merupakan hal yang sangat mendasar, maka sangat penting 
untuk diperhatikan baik dari segi besar kecilnya maupun pelaksanaan 
pembayarannya. Pembayaran upah oleh majikan akan memegang peranan 
yang penting, karena untuk memelihara kelangsungan hidup badaniyah dan 
rohaniyah para pekerja. 
Pekerja atau buruh menerima haknya sebagai pekerja dinyatakan 
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa 
yang telah atau akan dilakukan.9  
Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk 
suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau 
                                                          
9
 Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 
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dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau 
peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian 
kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh 
sendiri maupun keluarganya.10Adapun bentuk-bentuk upah dalam Islam 
adalah terdiri dari dua macam, yaitu:11 
1. Upah yang disebutkan (ajrun musamma) yaitu upah yang telah disebutkan 
dalam perjanjian dan disyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya 
kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan. 
2. Upah sepadan (ajrun misli) yaitu upah yang sepadan dengan kondisi 
pekerjaannya, baik sepadan dengan jasanya maupun sepadan dengan 
pekerjaannya.  
Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua 
pengertian, yaitu gaji dan upah. Dalam pengertian sehari-hari gaji diartikan 
sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja 
profesional, seperti pegawai pemerintah, dosen, guru, manajer dan akuntan. 
Pembayaran tersebut biasanya sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan 
sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu 
                                                          
10 Aloysius Uwiyono dkk, Asas-asas Hukum Perburuhan (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 
97. 
11 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, terj. Redaksi Al-Azhar, cet. Ke 2 (Bogor: 
Al-AzharPress, 2010), hlm. 129. 
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berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan 
buruh kasar.12  
Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah 
upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu antara 
majikan dan pekerja. Seorang majikan tidak dibenarkan bertindak kejam 
terhadap pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. 
Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 
pekerja. Untuk itu, upah yang dibayarkan kepada masing-masing pegawai bisa 
berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya. 
Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Ahqaaf (46): 19 
 
 
  
Artinya: 
Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan 
mereka dan mereka tidak dirugikan.13 
 
 Ayat ini menjelaskan bahwa bagi tiap-tiap orang adalah amal yang 
menentukan tingkat hidup dalam masyarakat. Amalan yang baik tidak akan 
                                                          
12 Sadono Sukirno, Mikroekonomi Teori Pengantar Ed. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2013), hlm. 350. 
13
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan) Jilid IX, 
(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 269. 
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ada kelengahan, bahkan selalu ada penghargaan atas nilai amalan yang telah 
mereka kerjakan.14  
Pada dasarnya orang yang bekerja pasti akan mendapatkan imbalan 
dari apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan merugi. Sehingga 
akan tercipta keadilan diantara majikan dan pekerja. Seperti didalam QS. Al-
Jaatsiyah (45): 22, Allah berfirman: 
 
 
 
 
Artinya:  
Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar 
setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan 
mereka tidak akan dirugikan.15 
 
Ayat di atas menerangkan bahwa Allah menciptakan semua manusia, 
langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, 
supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemahakuasaan Allah menjadi 
tampak jelas dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi manusia yang 
sesuai dengan perbuatan kebaikan dan kejahatan yang dilakukan. Manusia 
akan mendapatkan balasan atas apa yang ia kerjakan, sedikitpun tidak akan 
dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.16    
                                                          
14 Hamka, Tafsir al-Azhar Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2015), hlm. 305. 
15 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya  ... ,hlm. 221. 
16 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 361. 
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Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum 
muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka  
mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:  
 
 ـَق َُهرْجَأ َيرِجَْلأا اُوطَْعأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق َلَاق َرَمُع ِنْب ِهَّللا ِدْبَع ْنَع ْنَأ َلْب
 ُُهقَرَع َّفَِيج 
 
Artinya: 
“Dari Abdillah bin Umar ia berkata: berkata Rasulullah SAW: Berikan 
kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu 
Majah, shahih).17 
 
Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau 
kekhawatiran bahwa upah mereka tidak akan terbayarkan, atau akan 
mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun umat 
Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai 
dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang memperkerjakan.  
Hadis tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa 
jika memperkerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu 
upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat 
pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti dan tidak 
ada yang merasa dirugikan.18 
                                                          
17 Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maram Jilid 1, Cet.ke XVI, (Bandung: 
CV.Diponegoro), hlm. 459. 
18 Kahar Masyhur, Bulughul Maram (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 515. 
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Menurut Kartasapoetra G Et. All, para ahli mengemukakan beberapa 
jenis upah, yaitu:19 
1. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh yang 
berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengaruh jasa-jasa atau 
pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 
perjanjian kerja, dimana didalam upah tidak terdapat tambahan atau 
keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. 
2. Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima oleh seseorang 
yang berhak. 
3. Upah minimum adalah upah yang dapat mencukupi kebutuhan hidup 
buruh itu serta keluarganya walaupun dalam arti yang sederhana. 
4. Upah wajar adalah upah yang secara relative dinilai cukup wajar oleh 
pengusaha dan para buruhnya sebagai imbalan atas jasa-jasa yang 
diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan 
perjanjian kerja diantara mereka.  
Ahmad Azhar Basyir memberikan tiga prinsip yang berkaitan dengan 
upah, yaitu:20 
1. Prinsip keadilan, menuntut agar upah karyawan dibayar seimbang dengan 
jasa yang diberikan oleh karyawan. 
                                                          
19 Kartasapoetra G Et. All, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila 
(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 102. 
20 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik 
dan Ekonomi, cet. Ke-3 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 195. 
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2. Prinsip kelayakan, menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi 
kebutuhan minimum. 
3. Prinsip kebajikan, menuntut apabila jasa para pekerja mendatangkan 
keuntungan besar, supaya diberikan semacam bonus. Kebajikan yang 
dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan sebagai asas kerohanian dan 
diharapkan mampu menggugah hati nurani para pengusaha untuk 
menghargai jasa  yang telah memberikan sumbangan memperoleh 
keuntungan yang lebih. 
Upah mengupah atau sewa menyewa merupakan bentuk muamalah 
yang telah disyariatkan dalam Islam. Bentuk upah dalam Islam disebut dengan 
ija>rah. Ija>rah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu 
barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti 
dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.21  
F. Tinjauan Pustaka 
Sejauh yang peneliti ketahui bahwa penelitian tentang sistem 
pengupahan CV. Garuda Mulia Perkasa dalam perspektif hukum Islam belum 
ada yang membahasnya. Namun ada beberapa skripsi yang membahas 
mengenai upah, yaitu: 
Fatimah Siti Nurasih mahasiswi program studi Muamalah, IAIN 
Surakarta dengan judul “Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kuwiran 
Kecamatan Banyudono Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Bahwa di dalam 
                                                          
21 Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan Ija>rah. 
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tulisannya menyebutkan sistem pengupahan buruh tani di Desa Kuwiran 
merupakan praktek sistem pengupahan yang didasarkan pada adat istiadat 
masyarakat setempat yang telah berlangsung lama dan keberadaannya tetap 
dipertahankan masyarakat.22  Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian 
penulis yaitu dari segi teknik pengumpulan datanya. Penelitian oleh Fatimah 
Siti Nurasih menggunakan angket yang diberikan kepada petani dan buruh 
dengan cara sampling. Sedangkan yang penulis lakukan menggunakan 
wawancara dan observasi. 
Nur Ahyani seorang mahasiswi program studi Muamalah, IAIN 
Surakarta dengan judul “Penetapan Upah dalam Perspektif Hukum Islam 
(Studi Analisis Pasal 88, 90,91,92 dan 93 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan)”. Di dalam tulisanya menyebutkan bahwa penetapan upah 
buruh Menurut UU No 13 tahun 2003 bab pengupahan pasal 88 sampai 93 
harus mampu memenuhi kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan pada 
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.23 Jenis penelitian ini menggunakan 
kepustakaan/literature dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Perbedaan 
skripsi ini terletak pada jenis penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian 
lapangan sedangkan Nur Ahyani menggunakan jenis penelitian kepustakaan.  
                                                          
22
 Fatimah Siti Nurasih, “Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono 
Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah STAIN Surakarta, 2007.  
23 Nur Ahyani, Penetapan Upah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 88, 
90,91,92 dan 93 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)”, Skripsi, Fakultas Syariah 
STAIN Surakarta, 2007.  
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Wahib Mahfud seorang mahasiswa Program Studi Akuntasi Syariah, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Surakarta dengan judul “Analisis 
Akad Sewa Menyewa Di BMT Tumang (Ditinjau Dari Perspektif Ija>rah 
Dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107”. Menyatakan bahwa praktik 
pembiayaan ija>rah yang diterapkan oleh BMT Tumang sudah sesuai dengan 
ketentuan akad ija>rah dan PSAK No. 107.24 Perbedaan yang terlihat antara 
skripsi ini dengan penelitian penulis pada studi kasus penelitiannya.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu menggunakan jenis 
penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan 
perilaku yang dapat diamati.25 Sedangkan  penelitian deskriptif dianalisis 
hanya sampai pada taraf mendiskripsikan dari data-data yang diperoleh 
pada saat melakukan pengamatan serta wawancara. Menganalisis dan 
menyajikan fakta-fakta secara berurutan sehingga dapat lebih mudah 
untuk dipahami dan disimpulkan.26   
                                                          
24
 Wahib Mahfud, “Analisis Akad Sewa Menyewa Di BMT Tumang (Ditinjau Dari Perspektif 
Ijarah Dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
IAIN Surakarta, 2017.  
25 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
2012), hlm. 4.  
26 Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 6. 
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Penulis mengambil jenis penelitian ini karena menyesuaikan dengan 
sebuah permasalahan yang di ambil atau yang akan diteliti oleh penulis. 
Fenomena yang terjadi di CV. Garuda Mulia perkasa adalah sistem 
pengupahan yang diberikan kepada para pekerja pada saat perusahaan 
tersebut mendapatkan proyek. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Penulis menggunakan teknik wawancara, wawancara adalah adalah 
proses pencarian data dengan cara percakapan secara langsung serta 
berhadapan tatap muka guna untuk mendapatkan data secara langsung 
dan valid terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi.27 Dengan wawancara 
ini bertujuan untuk mendapatkan data secara praktis maupun ilmiah 
terutama untuk sebuah metode penelitian kualitatif. Karena untuk 
penelitian kualitatif cenderung ke analisis data-data yang diperoleh 
melalui wawancara dan lebih banyak mengemukakan pendapat-pendapat 
maupun data-data dari narasumber maupun subyek penelitian. 
Dengan teknik wawancara ini, untuk saling berinteraksi langsung 
dengan narasumber. Secara teknis wawancara dilakukan dengan cara 
saling bertatap muka dengan narasumber dan wawancara dilakukan 
dengan cara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan daftar 
pertanyaan yang telah disiapkan oleh penulis. Sehingga wawancara bisa 
                                                          
27 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2001), hlm. 172. 
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berjalan dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang sesuai harapan. 
Sehingga penulis sebelum melaksanakan wawancara terlebih dahulu 
menyiapkan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian, 
supaya pada saat pelaksanaan wawancara tidak membahas terlalu luas, 
sehingga bisa fokus ke pokok permasalahan. 
Wawancara penulis dengan Bapak Mulyadi sebagai pemilik CV. 
Garuda Mulia Perkasa, Bapak Tri Mulyono sebagai mandor, Mbah 
Padmo sebagai sopir dan Bapak Mulyanto sebagai pekerja di CV. Garuda 
Mulia Perkasa untuk mendapatkan data-data yang baik, data-data yang 
konkrit yang sesuai kenyataan penerapan sistem pengupahan di CV. 
Garuda Mulia Perkasa. Penulis menginginkan semua hal yang berkaitan 
dengan sistem pengupahan di CV. Garuda Mulia Perkasa, mulai dari 
bagaimana sistem pengupahan, ketentuan-ketentuan memberikan upah 
kepada pekerja, serta apakah dalam memberikan upah ada kendalanya 
dan lain sebagainya.  
3. Sumber Data 
a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian. 
Peneliti menggunakan data primer dari hasil wawancara yang 
dilakukan terhadap pemilik, mandor, sopir dan tukang di CV. Garuda 
Mulia Perkasa. 
b. Data sekunder, data yang diperoleh melalui pihak lain yang tidak 
langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data 
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tersebut biasanya berwujud dokumen-dokumen yang ada kaitannya 
dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder  seperti buku-buku 
baku tentang sistem pengupahan dalam hukum Islam, karya ilmiah, 
jurnal, tesis, dan dokumen-dokumen resmi.  
4. Teknis Analisis Data 
Adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data yang telah 
terkumpul adalah dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif 
menjelaskan sistem upah pekerja di CV. Garuda Mulia Perkasa yang 
bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. 
Sedangkan metode deduktif  yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat 
dari sebuah pengetahuan bersifat umum dengan kebenaran yang telah 
diakui, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini 
digambarkan mengenai sistem pengupahan menurut hukum Islam secara 
umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus dari analisa yang 
terdapat pada data yang telah terkumpul.  
5. Lokasi Penelitian 
Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di CV. Garuda Mulia Perkasa 
terletak di Dusun Karasan, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, 
Kabupaten Sragen. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan judul yang 
diambil penulis dimana sistem pengupahan di CV. Garuda Mulia Perkasa 
yang dijadikan obyek penelitian.   
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan maka penulisan 
skripsi ini disistematiskan menjadi lima bab, dengan susunan sebagai berikut: 
BAB I Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan 
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori tentang 
sistem ija>rah, landasan hukum ija>rah, rukun dan syarat ija>rah, jenis-
jenis ija>rah, pembagian dan hukum ija>rah, upah dalam pekerjaan ibadah 
dan pembatalan atau berakhirnya ija>rah 
BAB III Dalam bab ini menguraikan mengenai gambaran umum dari 
CV. Garuda Mulia Perkasa berupa sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur 
organisasi, ruang lingkup bidang usaha, jumlah pekerja dan jam kerja, dan 
pelaksanaan sistem pengupahan karyawan CV. Garuda Mulia Perkasa. 
BAB IV Berisi uraian tentang analisis sistem pengupahan di CV. 
Garuda Mulia Perkasa dalam perspektif ija>rah. 
BAB V Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan 
hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. 
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan 
riwayat hidup penulis. 
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BAB II 
KONSEP SEWA MENYEWA (IJA>RAH) DALAM ISLAM 
 
A. Pengertian Sewa Menyewa (Ija>rah)  
Pengertian dari ija>rah adalah akad pemindahan hak guna atas barang 
atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan 
kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.28 Dengan 
demikian, dapat memberikan kesempatan kepada penyewa untuk mengambil 
manfaat barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang 
besarnya telah disepakati bersama.29 
Sedangkan pengertian ija>rah menurut Amir Syarifuddin adalah akad 
atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi 
objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ija>rah 
al’Ain, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Sedangkan apabila 
yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut 
ija>rah ad-Dzimah atau upah mengupah seperti tukang kayu. Sekalipun 
objeknya berbeda keduanya sama dalam konteks fiqh disebut al-Ija>rah.30  
Pengertian yang serupa menurut Warkum Sumitro bahwa ija>rah yaitu 
perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan 
penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai 
                                                          
28 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 
2001), hlm. 117. 
29 Veithzal Rivai dkk, Bank and Financial Institution Management (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2007), hlm. 778. 
30 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), Cet.III, hlm. 216. 
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dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka 
barang akan dikembalikan kepada pemilik.31 
Menurut Sayyid Sabiq, ija>rah adalah akad atas suatu manfaat dan 
tidak sah melakukan akad ija>rah terhadap pohon dengan tujuan 
memanfaatkan buahnya, karena pohon tidak ada manfaatnya, tidak melakukan 
akad ija>rah terhadap uang dan terhadap makanan yang dapat dimakan dan 
tidak pada sesuatu yang dapat ditakar dan ditimbang, karenanya tidak 
bermanfaat.32  
Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ija>rah adalah menjual manfaat 
dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena 
itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba 
untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab 
semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.33 
Dari definisi tersebut, bahwa akad ija>rah merupakan bentuk 
pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. 
Ija>rah apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa sedangkan 
jika objeknya berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah. Timbulnya 
                                                          
31 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, 
Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 38. 
32 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 198. 
33 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122. 
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ija>rah disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang 
tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.34 
Transaksi ija>rah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), 
bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip 
ija>rah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada 
objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, tetapi pada 
ija>rah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.35 
Dengan demikian, dalam ija>rah tidak hanya barang yang dapat 
menjadi objek ija>rah tetapi juga jasa. Selain itu, tidak terjadi perubahan 
kepemilikan atas objek ija>rah, tetapi hanya terjadi perpindahan hak pakai 
dari pemilik yang menyewakan barang atas jasa kepada penyewa.36 
Pembiayaan ija>rah termasuk dalam kategori Natural Certainly Contract 
dimana objek transaksinya berupa jasa, baik atas manfaat barang maupun 
manfaat atas tenaga kerja.37 
B. Dasar Hukum Ija>rah 
Ija>rah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah 
mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. 
Hukum asalnya adala boleh atau mubah{ bila dilakukan sesuai dengan 
                                                          
34 Burhanuddin, Hukum Kontrak ... ,hlm. 94. 
35 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Ed. 5 (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 137. 
36 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya 
(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 264. 
37 Binti Nur Aisyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 
hlm. 216. 
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ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Adapun beberapa ayat Al-Quran 
secara tersurat yang memperkenankan akad ija>rah. Ayat maupun hadis 
dibawah ini melukiskan bahwa dimana si majikan telah menyewa tenaga 
pekerjaannya dengan bayaran berupa upah tertentu.38 Para ulama berpendapat 
bahwa ija>rah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma adalah 
sebagai berikut: 
1. Landasan Al-Quran 
a. QS. Al-Baqarah (2): 233 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artinya:  
Para ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan 
kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan 
cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari 
kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena 
anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena 
anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila 
keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan 
                                                          
38Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (Yogyakarta: UII Press, 
2000), hlm. 34.  
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permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas 
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang 
lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan 
cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa 
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.39  
Ayat diatas menjelaskan bahwa kedua orang tua boleh 
menunjuk perempuan lain untuk menyusukan anaknya, tetapi dengan 
syarat perempuan yang menyusukan tersebut diberikan imbalan jasa 
yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga terjamin kemaslahatan 
baik bagi anak maupun perempuan yang menyusui itu.40  
b. QS ath-Thalaaq (65) : 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artinya:  
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal 
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri 
yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada 
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.41 
 
                                                          
39 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya  Jilid 1 ... ,hlm. 343. 
40 Ibid.,hlm. 345. 
41 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya  Jilid 10...,hlm. 208. 
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Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa kewajiban ayah 
memberikan upah kepada perempuan yang menyusukan anaknya, 
hanya menurut kemampuannya, sehingga andaikata kemampuan ayah 
itu hanya mampu memberi makan saja karena rezekinya disempitkan, 
maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Allah tidak akan 
memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang 
diberikan Allah kepadanya sesuai dengan kemampuannya.  
2. Landasan Sunnah  
 
 
 
 
 
Artinya: 
Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 
“Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja harus disebutkan 
upahnya”. (H.R Abdur Razak sanadnya terputus dan al Baihaqi 
menyambungkan sanadnya dari arah Abi Hanifah) kitab Bulughul 
Maram dan Ibnatul Ahkam.42 
 
Dalam hadist tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, 
supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besaran 
upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia mulai melakukan 
pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, 
diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja dan 
                                                          
42 Ibnu Hajar ‘Al-Asqalani, Tarjamah Bulughul Maramv...,hlm. 459. 
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mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan 
kontrak kerja dengan majikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artinya: 
Dari Ibnu Umar ra. Berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah 
upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R Ibnu Majjah). Dan 
pada bab ini, hadis dari Abi Hurairah ra. menurut  Abi Ya’la dan 
Baihaqi dan hadis dari Jabir menurut Tabrani semuanya Dhaif.43 
 
Maksud hadist ini adalah bersegera dalam menunaikan hak si 
pekerja setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. diharamkan 
pula menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat 
waktu. 
3. Ijma’ 
Menurut Rachmat Syafei, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu dawud 
dan Nasa’i dari Sa’id ibn Abi Waqash menyatakan umat Islam pada 
                                                          
43 Ibid. 
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masa sahabat telah berijma’ bahwa ija>rah dibolehkan sebab 
bermanfaat bagi manusia.44 
C. Rukun dan Syarat Ija>rah 
Ija>rah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat 
akad yang telah ditetapkan oleh syarak sebagaimana akad pada umumnya. 
Rukun dari ija>rah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua 
belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan suka sama 
suka. Menurut Hanafiyah rukun ija>rah hanya satu yaitu ijab dan kabul dari 
dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun jumhur ulama mengajukan 
beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam ija>rah, yaitu:45 
1. Pelaku yang berakad (‘Aqidain)46  
‘Aqidain yaitu kedua belah pihak yang berakad terdiri dari 
mua’jir (orang yang menyewakan) dan musta’jir (orang yang 
mendapat manfaat dari sewa tersebut). Untuk dapat menjalankan 
ija>rah, baik mua’jir maupun musta’jir harus memenuhi syarat 
sebagai subjek hukum, baik ditinjau dari segi kecakapan maupun 
kewenangannya.47 Kedua belah pihak yang berakad menyatakan 
kerelaannya atau tidak ada paksaan melakukan akad ija>rah. Orang 
                                                          
44
 Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah...,hlm. 124. 
45
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 
278. 
46 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu, Jilid 4, cet. Ke-2, (Damaskus: Dar al-
Fikr, 2004), hlm. 731. 
47 Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah...,hlm. 95. 
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yang sedang melakukan akad ija>rah berada pada posisi bebas untuk 
berkehendak, tanpa ada paksaan salah satu atau kedua belah pihak oleh 
siapapun.48 Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan 
akad ini, maka akad ija>rah tidak sah. Kedua pihak yang melakukan 
kontrak harus berakal sehat dan balig, ada kesepakatan ulama bahwa 
akad ija>rah tidak sah kecuali dilakukan orang yang berkompeten, 
berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk 
berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.49  
Syarat in ‘iqad adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya 
akad. Syarat ini yang paling utama berkaitan dengan syarat ‘aqid. 
‘Aqid (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan mumayiz. Namun, 
menurut Syafiiyah dan Hanabillah, aqid itu disyaratkan balig 
(dewasa).50 
Menurut ulama Hanafiyah, ‘aqid (orang yang melakukan akad) 
disyaratkan harus berakal dan mumayiz (minimal 7 tahun), serta tidak 
disyaratkan harus balig. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya 
sendiri, akad ija>rah anak mumayiz, dipandang sah apabila telah 
diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz 
adalah syarat ija>rah dan jual beli, sedangkan balig adalah syarat 
                                                          
48 M Yazid Afandi, Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 184. 
49 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
hlm. 158.  
50 Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 
89.  
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penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayiz adalah sah, tetapi 
bergantung atas keridaan walinya. Sedangkan ulama Hanabilah dan 
Syafi’iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukalaf, yaitu balig 
dan berakal, sedangkan anak mumayiz belum dapat dikategorikan ahli 
akad.51 
Bagi orang yang berakad ija>rah juga disyaratkan mengetahui 
manfaat barang yang akan diakadkan dengan sempurna sehingga dapat 
mencegah terjadinya perselisihan.52 
Pihak-pihak dalam akad ija>rah askhash boleh menyepakati 
adanya uang muka (‘urbun). Uang muka ini termasuk upah yang 
didahulukan pembayarannya jika akad ija>rah jadi dilaksanakan. 
Tetapi jika tidak jadi dilaksanakan, maka uang muka menjadi milik 
ajir. Seyogyanya ajir merelakan kelebihan uang muka dari biaya 
kerugian riil yang dialaminya.53 
2. S{igat (ijab dan kabul) 
S{igat haruslah berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua 
pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk 
yang lain yang setara, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan 
                                                          
51Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah...,hlm. 125. 
52Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 117. 
53Oni Sahroni dan M Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan 
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 80.  
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penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.54 S{igat akad ija>rah bisa 
menggunakan setiap lafal yang menunjukkan sewa baik dengan lisan, 
tulisan ataupun dengan sarana modern.55 S{igat akad ija>rah harus 
menggunakan kalimat yang jelas dan akad ija>rah dapat dilakukan 
dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.56 
Pada dasarnya persyaratan yang terkait dengan ijab dan kabul 
sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali 
persyaratan yang menyangkut dengan waktu. Di dalam ija>rah, 
disyaratkan adanya batasan waktu tertentu. Maka, sewa (ija>rah) 
dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan.57 
S{igat ijab kabul antara mu’jir dan musta’jir, ijab kabul upah 
mengupah misalnya seorang berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu 
untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.50.000,00 kemudian 
musta’jir menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan 
apa yang engkau ucapkan”.58 
3. Sewa atau imbalan (ujrah)  
Imbalan atas jasa yang diberikan disebut upah atau sewa. 
Ujrah atau upah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah 
                                                          
54
Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah. ..., hlm. 158. 
55Oni Sahroni dan M Hasanuddin, Fikih Muamalah ..., hlm. 80.  
56Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Ditjen Badilag 
Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 84. 
57
 M Yazid Afandi, Fiqh Muamalah...,hlm. 187. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...,hlm. 118. 
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pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. 
Upah dalam ija>rah harus jelas wujud nilai dan ukurannya dan jelas 
pula waktu pembayarannya. Bila tidak jelas wujudnya seperti hujan 
yang akan turun atau tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan 
yang tidak tentu harganya atau tidak jelas ukurannya, atau tidak jelas 
waktu pembayarannya, maka transaksi sewa menyewa atau upah 
mengupah tersebut tidak sah.59 Upah tidak boleh sejenis dengan barang 
manfaat dari ija>rah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati 
dengan menempati rumah tersebut.  
Harga ija>rah yang wajar atau ujrah al-mitsli adalah harga 
ija>rah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. 
Uang ija>rah tidak harus dibayar apabila akad ija>rah batal. Jasa 
ija>rah dapat berupa uang, surat berharga dan atau benda lain 
berdasarkan kesepakatan. Jasa ija>rah dapat dibayar dengan atau 
tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah 
ma’jur selesai digunakan, atau di utang berdasarkan kesepakatan.  
4. Obyek akad (Manfaat) 
Obyek kontrak dalam ija>rah adalah manfaat dari penggunaan 
aset, bukan aset itu sendiri. Hal ini erat kaitannya dengan rukun yang 
harus dipenuhi sebagai ganti penggunaan manfaat aset dalam bentuk 
sewa. Karena itu manfaat penggunaan asetlah yang dijamin, bukan 
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aset itu sendiri. Aset bukanlah obyek kontrak ini, meskipun kontrak 
ija>rah kadang-kadang menganggapnya sebagai obyek dan sumber 
manfaat.60 
Manfaat dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas, 
sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat 
yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan 
manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan 
penjelasan berapa lama manfaat itu di tangan penyewanya. Hal ini 
dapat dilakukan dengan cara memeriksa secara keseluruhan atau 
pemilik barang memberikan informasi secara detail tentang kualitas 
maupun manfaat barang. Barang tersebut dapat diserahterimakan dan 
digunakankan secara langsung dan tidak mengandung kecacatan yang 
dapat menghalangi fungsi sebenarnya. Barang tersebut dan 
penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Barang yang 
disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda yang akan 
disewakan. Harta benda yang menjadi objek ija>rah haruslah harta 
benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan 
kerusakan dzat, kecacatan barang dan pengurangan sifat aslinya. 
Seperti tanah, rumah dan mobil.61  
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Sedangkan jika yang disewa adalah tenaganya maka harus 
memberikan penjelasan mengenai jenis pekerjaan, dapat dikerjakan 
dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan dan diperlukan ketika 
menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau 
perselisihan. Tidak dibenarkan mengupah seseorang yang disewa 
tenaganya dalam jangka waktu tertentu dengan ketidakjelasan jenis 
pekerjaan. Sebab dengan begitu cenderung menimbulkan tindakan 
kesewenang-wenangan yang akan memberatkan bagi pekerja. Seperti 
yang dialami oleh pembantu rumah tangga dan pekerja harian. 
Pekerjaan yang harus mereka laksanakan bersifat tidak jelas dan tidak 
terbatas. Seringkali mereka harus mengerjakan apa saja yang 
diperintahkan bos atau juragan.62  
Selain jenis pekerjaan harus diberi penjelasan waktu kerja yaitu 
tentang batasan waktu kerja, waktu kerja sangat bergantung pada 
pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.63 Misalnya bekerja menjaga 
rumah satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, 
misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, mencuci dan lain 
sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan 
adanya batas waktu pengerjaannya karena penyeleseaian pekerjaan 
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sesuai dengan kondisi dan keadaan pekerja. Ia dapat menyeleseaikan 
lebih cepat atau menunda-nunda pekerjaannya.  
Manfaat dari barang yang disewa akan hilang apabila ada uzur. 
Uzur adalah sesuatu dapat menyebabkan kemadaratan bagi yang akad. 
Uzur dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:64 
a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam 
memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu 
atau pekerjaan menjadi sia-sia. 
b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan 
harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, 
kecuali menjualnya. 
c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, 
tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus 
pindah 
Menurut jumhur ulama, ija>rah adalah akad lazim, seperti jual 
beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang 
membatalkannya. Menurut ulama Syafi’iyah, jika tidak ada uzur tetapi 
masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain maka 
ija>rah tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain.  
Tujuan di syariatkannya ija>rah adalah untuk memberikan 
keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang 
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mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, di lain pihak mempunyai 
tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ija>rah keduanya 
saling mendapat keuntungan dan manfaat.65 
D. Jenis-jenis Ija>rah 
Pada dasarnya secara umum skim ija>rah dibagi dua, yaitu: 
1. Skim bai wal ija>rah adalah skim di mana bank membeli objek sewa 
dari suplier dan kemudian menyewakan kepada pihak lain tanpa 
diikuti dengan perpindahan kepemilikan di akhir sewa.  
2. Skim ija>rah with promise to sell yaitu skim di mana bank 
menyewakan suatu objek kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu 
yang diikuti dengan janji bank untuk menjual objek tersebut kepada 
penyewa. Skim ini juga biasa dinanamakan dengan skim ija>rah 
Muntahiya Bit Tamlik Wal IBM.66 
Tetapi secara spesifiknya, ija>rah dibagi menjadi 3 macam, yaitu: 
1. Ija>rah a’mal 
Ija>rah a’mal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang 
dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. ija>rah a’mal 
dilakukan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan 
sesuatu. Mu’jir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa 
dan lain-lain, kemudian musta’jir adalah pihak yang membutuhkan 
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keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’jir 
mendapatkan upah (ujrah) atas tenaga yang ia keluarkan untuk 
musta’jir dan musta’jir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’jir.67  
Sebagai contoh mengenai ujrah a’mal dapat digambarkan sebagai 
berikut. ABC Islamic Bank memperkerjakan Mustafa sebagai product 
manager dengan gaji Rp7.000.000. Dengan kata lain, dalam perjanjian 
ija>rah tersebut Mustafa adalah ajir dan gaji sebesar Rp7.000.000 
adalah ujrah. Dengan demikian, pada ija>rah a’mal yang menjadi 
objek perjanjian sewa-menyewa adalah jasa.68 
2. Ija>rah ‘Ain 
Ija>rah ‘ain adalah jenis ija>rah yang terikat dengan penyewaan 
barang dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang itu tanpa 
harus memindahkan kepemilikan dari barang itu. Dengan kata lain, 
yang dipindahkan hanya usufruct atau manfaat. Ija>rah ‘ain di dalam 
bahasa Inggris tidak lain adalah leasing. Dalam hal ini pemberi sewa 
disebut mu’jir dan penyewa adalah musta’jir dan harga untuk 
memperoleh manfaat disebut ujrah. Dalam perjanjian ija>rah’ain, 
tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk 
membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa 
sewanya.  
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Ija>rah ‘ain atau sewa pakai merupakan bentuk sewa yang 
terjadi karena kesepakatan dua pihak dalam satu akad perjanjian 
tentang suatu objek, yaitu pemilik dan penyewa. Objek sewa pakai 
akan diambil manfaatnya atau digunakan oleh penyewa dengan 
ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati pada saat perjanjian, 
termasuk harga sewa, waktu sewa, dan resiko apabila terjadi kerusakan 
pada barang, misalnya kebakaran, hilang, rusak dan sebagainya.69 
Sewa ini seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya 
(operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli 
dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan 
dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.70 
3. Ija>rah Wa’iqtina 
Ija>rah Wa’iqtina atau ija>rah muntahiya bit-tamlik adalah 
sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya 
akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan di 
penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan 
dengan ija>rah biasa.71 Lebih ringkasnya bahwa ija>rah wa’iqtina 
merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa 
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mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa 
(finansial lease).72 
Ija>rah Wa’iqtina sama dengan al-Ta’jiri yaitu perjanjian antara 
pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk 
memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan 
persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa, maka 
pemilik menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang 
disetujui kedua belah pihak.73 
Pada ija>rah muntahiya bit-tamlik hak kepemilikan barang 
berpindah atau beralih kepada penyewa beli jika harga barang tersebut 
telah dibayar lunas. Pada perjanjian sewa beli ini terdapat upaya 
memberikan jaminan pada kreditur karena sewa beli ini 
memungkinkan penyewa beli membayar sewa sebagian demi sebagian 
sehingga hak barang tersebut masih tertahan pada penjual.74 
Untuk menentukan dalam perjanjian ija>rah bahwa sewa yang 
dibayar secara periodik oleh penyewa diperhitungkan sebagai cicilan 
harga pembelian dan selama harga tersebut belum seluruhnya dibayar 
oleh penyewa, maka status hukum dari kepemilikan barang tersebut 
tidak beralih dan tetap berada di tangan pemberi sewa.75 
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Pemindahan kepemilikan dalam ija>rah muntahiya bit-tamlik 
(IMBT) dapat dilakukan dengan akad bai’ atau hibah. Akad 
pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ija>rah 
muntahiya bit-tamlik berakhir. Berbagai bentuk alih kepemilikan 
IMBT antara lain:76 
a. Hibah di akhir  periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa 
barang dihibahkan kepada penyewa; 
b. Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir 
periode sewa barang dibeli oleh penyewa dengan harga yang 
berlaku pada saat itu; 
c. Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa 
membeli barang dalam periode sewa sebelum kontrak sewa 
berakhir dengan harga ekuivalen; 
d. Kepemilikan bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih 
kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan 
selama periode sewa. 
E. Pembagian dan Hukum Ija>rah 
Hukum ija>rah adalah bahwa ia harus bisa dilaksanakan. Tetapi jika 
tidak ada sesuatu yang menjelaskan pelaksanaan atau jika tidak dicantumkan 
kapan dimulainya kontrak itu, maka ija>rah akan dimulai dari saat berkontrak 
dan akan dilaksanakan mulai saat itu.  
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Hukum ija>rah adalah sahih, yaitu tetapnya kemanfaatan bagi penyewa 
dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan barang sewaan, 
sebab ija>rah termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. 
Adapun hukum ija>rah rusak menurut ulama Hanafiyah jika penyewa telah 
mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja 
dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Ini bila kerusakan 
tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa 
tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan 
semestinya. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah bahwa ija>rah fasid sama 
dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran 
yang dicapai oleh barang sewaan.77 
Kebanyakan ulama tidak berbeda pendapat sahnya sebuah kontrak 
ija>rah yang pelaksanaannya ditunda sampai waktu. Tetapi hal semacam ini 
dianggap oleh mazhab Hanafi sebagai kontrak yang tidak mengikat, dan 
karenanya mereka membatasi karakter mengikat itu pada ija>rah yang sudah 
dilaksanakan.78 Ija>rah terbagi dua, yaitu ija>rah terhadap benda atau sewa 
menyewa dan ija>rah atas pekerjaan atau upah mengupah.79 
 
1. Hukum sewa menyewa 
                                                          
77 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah...,hlm. 131. 
78
 Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Bank Syariah...,hlm. 141. 
79
 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah...,hlm. 131. 
62 
 
Diperbolehkan ija>rah atas barang mubah, seperti rumah, kamar 
dan lain-lain, tetapi ija>rah dilarang terhadap benda-benda yang 
diharamkan.80 Menurut ulama hanafiyah, ketetapan akad ija>rah 
adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, 
hukum ija>rah sesuai dengan keberadaan manfaat. Sedangkan ulama 
Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum ija>rah tetap 
pada keadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti 
benda yang tampak. 
Jika seseorang menyewa rumah, dibolehkan untuk 
memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri atau 
dengan orang lain, bahkan boleh disewakan lagi atau dipinjamkan 
kepada orang lain. 
2. Hukum upah mengupah 
Upah mengupah atau jual beli jasa, biasanya berlaku dalam 
beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah dan 
lain-lain. ija>rah ini dibagi menjadi dua, yaitu: 
1) Ija>rah khusus 
Ija>rah khusus adalah ija>rah yang dilakukan oleh seorang 
pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain 
dengan orang yang telah memberinya upah. Contohnya pembantu 
rumah tangga. 
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2) Ija>rah musytarik 
Ija>rah musytarik adalah ija>rah yang dilakukan bersama-sama 
atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan apabila bekerja 
sama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik. 
F. Upah Dalam Pekerjaan Ibadah 
Upah dalam perbuatan ibadah seperti shalat, puasa, haji dan 
membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena 
berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.81 Menurut 
kalangan madzhab Hanafi tidak dibolehkan transaksi ija>rah dalam hal 
ibadah, seperti menyewa orang untuk salat, zakat, puasa yang pahalanya 
dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang 
menyewa. Karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi orang muslim. 
Pelaku dalam pekerjaan ini diharamkan mengambil upah darinya. 
Sementara jumhur ulama membolehkannya karena menshalatkan jenazah 
merupakan kewajiban kolektif. Perbuatan seperti azan, puasa, salat dan 
membaca Al-Quran tergolong perbuatan untuk taqarrub kepada Allah. 
Dengan demikian tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain 
dari Allah.82 
Madhzab Hanbali tidak membolehkan atau tidak sah transaksi 
ija>rah yang dilakukan dalam pekerjaan azan, iqamat, qadha puasa, 
                                                          
81 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah...,hlm. 118. 
82 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat...,hlm. 281. 
64 
 
muadzin, imam salat, sebab hal tersebut merupakan pekerjaan taat dan 
terhadap pekerjaan taat seseorang tidak boleh menerima upah. Pelaku 
pekerjaan tersebut diharamkan mengambil upah darinya jika tujuannya 
taqarrub kepada Allah. Akan tetapi diperbolehkan mengambil keuntungan 
dari Baitul Mal atau harta wakaf untuk pekerjaan yang membawa 
kemaslahatan bagi umat muslim seperti mengajarkan al-Quran.83 
Mazhab Maliki dan Syafi’i membolehkan menerima gaji atau upah 
sebagai imbalan dalam mengajarkan al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain 
karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan 
tenaga yang diketahui pula. Berdasarkan sabda Rasulullah yang 
menjadikan hafalan al-quran sebagai mahar, sedangkan mahar biasanya 
berbentuk harta. Meskipun demikian mazhab Syafi’i tidak membolehkan 
menggaji orang untuk imam salat.84 
Dari berbagai perbedaan pendapat tersebut tentang pengambilan 
upah dalam sebuah pekerjaan yang mengandung unsur ibadah kepada 
Allah ada pesan moral yang harus diperhatikan. Dalam hal moralitas, 
memasang harga pada pekerjaan yang mengandung unsur ibadah 
dipandang sesuatu yang ganjil dan tidak layak dilakukan. Karena hal 
tersebut bertentangan dengan semangat keikhlasan atau semua semata-
mata karena Allah yang menjadi prasyarat bagi praktek ibadah ini. Jika 
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seseorang memasang harga untuk mensalatkan jenazah dan sekaligus 
meramutnya misalnya, maka meskipun ulama fiqh masih dalam perbedaan 
pendapat, maka hal tersebut akan memunculkan kesan mencari 
keuntungan dibalik praktek ibadah. Dan hal ini akan mengurangi ilai 
ibadah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, agar amal yang kita 
lakukan atas nama ibadah benar-benar bernilai ibadah, selayaknya 
mengambil upah terhadap pekerjaan yang mengandung undur ibadah ini 
dihindari. Meskipun tidak berarti tidak boleh menerima pemberian dari 
orang yang telah dibantu.  
G. Pembatalan dan Berakhirnya Ija>rah 
Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai sifat akad ija>rah, 
apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak mengikat kedua belah 
pihak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad ija>rah bersifat 
mengikat atau akad lazim, akad yang dapat dibatalkan secara sepihak 
apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Pembatalan 
tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. 
Misalnya salah satu pihak meningal dunia atau kehilangan kecakapan 
bertindak dalam hukum.85 
Sedangkan menurut jumhur ulama dalam hal ini berpendirian 
bahwa akad ija>rah itu bersifat mengikat atau akad lazim yang tidak 
dapat dibatalkan,  kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak 
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pemenuhannya seperti cacat atau barang kehilangan manfaatnya. Sebagai 
akibat dari perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus seorang 
meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang 
meninggal dunia maka akad ija>rah batal, karena manfaat dari barang 
atau jasa tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat 
bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-Maal). 
Sehingga pada saat salah satu pihak meninggal dunia tidak akan 
membatalkan akad ija>rah dan dapat berpindah kepada ahli warisnya.86 
Selanjutnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah 
bagi ajir, apabila barang yang di tangannya rusak. Menurut ulama 
Syafi’iyah jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap 
memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia 
tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut sama dengan pendapat ulama 
Hanabilah. Ulama hanafiyah juga hampir serupa dengan pendapat ulama 
Syafi’iyah dan ulama Hanabilah, hanya saja lebih diuraikan lagi, yaitu: 87 
 
 
1. Jika benda sewaan berada di tangan ajir 
a. Apabila ada bekas pekerjaan, maka ajir berhak mendapat upah 
sesuai bekas perjanjian tersebut 
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b. Apabila tidak ada bekas pekerjaannya, maka ajir berhak 
mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir 
2. Jika benda berada di tangan penyewa, maka pekerja berhak 
mendapatkan upah setelah selesai bekerja.  
Akad ija>rah berakhir atau terputus apabila terjadi hal-hal berikut:88 
1. Objek ija>rah hilang atau rusaknya barang sewaan. Misalnya rumah 
yang disewakan terjadi kebakaran atau kendaraan yang disewakan 
hilang 
2. Terpenuhinya manfaat persetujuan sewa menyewa menurut jadwal 
waktu yang telah ditentukan 
3. Wafatnya salah satu dari pihak yang berakad 
4. Apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad, misalnya 
rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya utang. 
Jadi apabila akad ija>rah terhenti, maka penyewa wajib 
mengembalikan barang sewaan tersebut. Apabila barang sewaan berupa 
barang bergerak, maka hendaklah langsung diserahkan kepada 
pemiliknya. Tetapi apabila berupa barang tak bergerak, maka seharusnya 
diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari 
barang-barang milik penyewa. 
Sedangkan apabila terjadi pada hal persewaan tenaga 
(perburuhan), apabila telah melaksanakan pekerjaannya dan telah 
                                                          
88
 Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamala...,hlm. 283. 
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mendapat upah sepatutnya. Tugasnya masa kontrak telah berakhir, maka 
dengan sendirinya putus dan terhentilah akad ija>rah ini.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
89 Masjupri.  Fiqh Muamalah...,hlm. 219. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM CV. GARUDA MULIA PERKASA 
 
 
A. Sejarah dan Ruang Lingkupnya 
1. Sejarah Perusahaan 
CV. Garuda Mulia Perkasa didirikan pada tanggal 18 November 
2011. Perusahaan ini dimiliki oleh satu orang yaitu Bapak Mulyadi. 
Perusahaan ini bergerak dibidang jasa kontruksi, pemasok material bahan 
bangunan dan perdagangan umum. Perusahaan ini berada di Dukuh 
Karasan Rt 22, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten 
Sragen.   
Menurut sejarahnya CV. Garuda Mulia perkasa didirikan atas 
Notaris Djoko Slamet Waharto SH, No.05 tertanggal 18 November 2011 
dan telah mendapatkan izin dari Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman 
Modal, No.1-018163-3314-2-00432 pada tanggal 29 Oktober 2015, yang 
berlokasi di Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen.90 
CV. Garuda Mulia Perkasa didirikan dengan modal dasar sebesar 
Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Perusahaan ini sudah berdiri 
selama lebih dari lima tahun. Perusahaan ini mengalami perkembangan 
yang baik. Semakin lama, perusahaan merasakan persaingan yang sangat 
ketat dan perusahaan ini terus berkembang mengikuti perkembangan 
perekonomian. 
                                                          
90 Company Profile CV. Garuda Mulia Perkasa 
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2. Visi dan Misi 
a. Visi perusahaan CV. Garuda Mulia Perkasa adalah menjadi 
perusahaan yang profesional dan terbaik di bidang jasa kontruksi, 
dapat memberikan kesejahteraan kepada karyawan dan tata kelola 
perusahaan dengan baik. 
b. Misi CV. Garuda Mulia perkasa yaitu meningkatkan mutu pelayanan, 
menjalankan proyek sesuai dengan target dan memberdayakan sumber 
daya manusia. 
3. Ruang Lingkup Bidang Usaha 
CV. Garuda Mulia Perkasa bergerak dibidang usaha jasa kontruksi, 
meliputi bangunan sipil dan bangunan gedung. Bangunan sipil terdiri atas 
jasa pelaksana untuk kontruksi saluran air (pelabuhan, dam dan prasarana 
sumber daya air lainnya) dan jasa pelaksana untuk kontruksi jalan raya 
(jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara). Sedangkan bangunan 
gedung terdiri atas jasa pelaksana untuk kontruksi bangunan pendidikan 
dan kesehatan.  
Selain bergerak dibidang usaha jasa kontruksi, CV. Garuda Mulia 
perkasa juga bergerak dibidang perdagangan, bidang kelistrikan, bidang 
pertanian, peternakan, perikanan dan bidang jasa lain selain jasa dalam 
bidang hukum.  
Barang atau jasa dagangan utama antara lain jaringan kelistrikan, 
perpipaan, pengeboran air tanah, material bahan bangunan, aspal, alat 
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berat, peralatan kantor dan rumah tangga (meubeller), peralatan sekolah, 
alat peraga pendidikan, perangkat komputer, kendaraan bermotor roda 
dua, alat tulis kantor, bahan atau kain, seragam kantor, percetakan, 
penerbitan, pertanian, peternakan, keramba apung, pakan, pupuk dan obat-
obatan.  
B. Organisasi dan Manajemen 
1. Struktur Organisasi91 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
CV. GARUDA MULIA PERKASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                          
91 Ibid. 
Direktur 
Kepala Bagian 
Administrasi 
Kepala Bagian 
Pelaksana/Mandor 
Sopir Tenaga Kerja 
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2. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab 
Berikut ini diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian 
dalam struktur organisasi CV. Garuda Mulia Perkasa secara garis besar: 
a. Direktur 
Tugas dan tanggung jawab direktur adalah meliputi: 
1) Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya 
dengan dunia luar 
2) Mempimpin dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan 
3) Mengendalikan kegiatan pengadaan barang dan peralatan 
perlengkapan 
4) Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan 
serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan 
5) Meminta pertanggung jawaban kepada masing-masing kepala 
bagian atas pelaksanaan tugas yang dijalankan 
6) Menjalankan dan membuat aturan perusahaan serta mengambil 
keputusan atas kegiatan usaha 
b. Kepala bagian administrasi 
1) Mengelola semua kegiatan administrasi 
2) Menyusun anggaran perusahaan, mengontrol penggunaan biaya 
perusahaan agar dapat digunakan seefektif mungkin 
3) Mengontrol perencanaan, pelaporan serta pembayaran kewajiban 
pajak perusahaan 
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4) Memantau hutang piutang perusahaan 
c. Kepala bagian pelaksana/mandor 
1) Mengawasi kegiatan para tukang dan pekerja dalam melaksanakan 
pekerjaan 
2) Menghitung harga proyek borongan 
3) Membayar upah para tukang dan pekerja 
4) Mengawasi dan mengontrol material bahan bangunan 
d. Sopir  
1) Belanja dan mengantarkan material bahan bangunan ke lokasi 
proyek  
2) Melakukan check terhadap material yang akan di muat dan di 
kirim ke lapangan  
3) Mengambil dan mengirim material bahan bangunan sesuai jadwal 
yang telah diintruksikan oleh atasan 
3. Jumlah Tenaga Kerja 
Jumlah tenaga kerja di CV. Garuda Mulia perkasa ini terdiri 2 orang 
mandor, 3 sopir dan untuk pekerja maupun tukang tidak disebutkan 
jumlahnya secara pasti karena pekerja dan tukang  tersebut akan dipanggil 
jika ada proyek yang harus dikerjakan. Jadi semua pekerja tidak termasuk 
pekerja tetap. Maka dari itu karyawan CV. Garuda Mulia Perkasa boleh 
mempunyai pekerjaan lain selama perusahaan tidak mendapatkan proyek, 
kecuali sopir yang mendapatkan pekerjaan untuk memasok bahan 
74 
 
material. Jika perusahaan mendapatkan proyek jasa kontruksi, pekerja bisa 
mencapai 20-30 orang. 
4. Jam Kerja 
Perjanjian mengenai kesepakatan batas waktu atau lamanya bekerja 
merupakan suatu yang perlu diwujudkan dalam perjanjian kerja oleh 
kedua belah pihak yang bertujuan untuk memudahkan majikan dalam 
menghitung berupa besarnya upah yang harus dibayar kepada para 
pekerja. 
Dalam kegiatan operasionalnya, CV. Garuda Mulia perkasa 
menerapkan jam kerja 8 jam, mulai dari pagi pukul 08.00 WIB. Ketika 
masuk waktu zuhur seluruh pekerja diberi waktu istirahat untuk 
melaksanakan salat dan makan siang. Setelah itu, sekitar pukul 13.00 WIB 
pekerja melanjutkan pekerjaannya kembali sampai dengan pukul 16.00 
WIB. Tetapi jika target proyek mendekati waktu kontrak tetapi belum 
selesai dan masih banyak yang harus dikerjakan, maka pekerja akan 
mendapatkan waktu lembur untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan 
kontrak yang telah disepakati.92  
C. Pelaksanaan Sistem Pengupahan di CV. Garuda Mulia Perkasa 
Upah merupakan aspek yang paling penting dalam hubungan kerja. 
Berbagai pihak melihat upah dari sisi yang berbeda-beda. Para pekerja melihat 
                                                          
92
 Mulyadi, Direktur CV. Garuda Mulia Perkasa, Wawancara Pribadi, 1 April 2018, jam 
19.10 WIB. 
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upah sebagai sumber penghasilan yang akan memenuhi kebutuhan hidup 
pekerja maupun keluarganya. Di pihak lain yaitu pemilik usaha, melihat upah 
sebagai salah satu biaya untuk berjalannya perusahaan karena pihak pekerja 
telah diberi haknya.  
Sistem pengupahan pada sopir dilakukan dengan sistem borongan atau 
sistem paket. Artinya, sopir menerima upah saat akan berangkat membeli 
material bahan bangunan. Sementara itu pemilik perusahaan akan menghitung 
terlebih dahulu semua pengeluaran yang akan digunakan oleh sopir material, 
seperti uang makan, uang solar dan lain sebagainya. Upah yang diterima sopir 
adalah sisa dari apa yang sudah di keluarkan untuk kebutuhannya selama 
mengangkut material bahan bangunan. Tidak ada patokan atau upah pokok 
yang pasti selama bekerja menjadi sopir. Kalau harga material bangunan 
mengalami kenaikan, maka bos akan menambah uang untuk membeli material 
saja.93 
Sedangkan sistem pengupahan yang dilakukan terhadap mandor, kuli 
bangunan dan tukang perhitungannya harian tetapi dalam pemberian upahnya 
dilakukan setiap minggu sekali, yaitu pada hari sabtu.94  
Upah menurut waktu untuk pekerja dan sopir juga berbeda. Waktu 
pekerja, tukang dan mandor dilakukan setiap hari selama 8 jam dan diberi 
waktu istirahat selama 1 jam. Pekerja bangunan biasanya akan menyelesaikan 
                                                          
93 Mbah Mo, Sopir Material, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2018, jam 18.20 WIB. 
94
 Mulyadi, Direktur CV. Garuda Mulia Perkasa, Wawancara Pribadi, 1 April 2018, jam 
19.10 WIB. 
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target waktu dengan tepat, sehingga apabila belum selesai bangunan yang 
dibangun tetapi waktu sudah mendesak maka dikenai jam lembur, agar 
pekerjaan selesai tepat waktu.  
Didalam kontrak antara CV. Garuda Mulia Perkasa dengan pemilik 
tender proyek apabila  pekerjaan mengalami keterlambatan maka perusahaan 
akan dikenakan denda. Sehingga agar perusahaan tidak dikenakan denda maka 
perusahaan akan mengusahakan untuk selesai tepat waktu. Dengan begitu, 
pada saat menjadi pekerja di CV. Garuda Mulia Perkasa harus siap dengan 
pekerjaan yang setiap saat ada jam tambahannya.95         
Berbeda lagi dengan sopir material yang jam kerjanya tidak ditentukan 
oleh waktu, karena dalam mengambil material dapat dipastikan mengantri, 
orang yang mengemudikan alat berat perlu istirahat maupun diperjalanan 
macet. Jadi sopir material tidak ada waktu yang membatasi, hanya material 
sampai dilokasi proyek dengan aman.  
Penentuan pemberian upah antara sopir dan pekerja berbeda. 
Penetapan upah pekerja berdasarkan kontrak masa kerja yang diketahui, 
apabila masanya tidak diketahui, maka pengupahan tidak sah. Selama masa 
yang disepakati dalam akad, pekerja tidak boleh bekerja untuk selain yang 
memberinya upah. Apabila ia bekerja untuk orang lain selama masa kontrak 
maka upahnya dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaan. 
 
                                                          
95 Tri Mulyono, Mandor, Wawancara Pribadi, 25 Maret 2018, jam 19.15 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG  SISTEM 
PENGUPAHAN DI CV. GARUDA MULIA PERKASA 
 
 
Dalam hal ini, penulis menganalisis sistem pengupahan yang diterapkan di 
CV. Garuda Mulia Perkasa dengan menggunakan konsep ija>rah. Antara lain 
meliputi analisis ‘aqidain, analisis obyek atau pekerjaan, analisis ujrah atau upah dan 
analisis sighat (ijab dan qabul).  
A.  ‘Aqidain  
Unsur-unsur yang harus terdapat dalam akad ija>rah adalah terdapat 
Musta’jir dan Mu’ajir.  Musta’jir adalah orang yang mempunyai keahlian, 
tenaga dan lain-lain. Mu’ajir adalah pihak yang membutuhkan jasa tersebut 
dengan imbalan tertentu, musta’jir mendapat upah atas tenaga yang ia 
keluarkan untuk mu’ajir mendapatkan tenaga atau jasa dari musta’jir.  
Dalam hal ini yang disebut sebagai musta’jir adalah pihak pemilik CV. 
Garuda Mulia Perkasa atau sebagai penyewa tenaga kerja. Sedangkan mu’ajir 
adalah orang yang menyewakan jasanya, yang dalam hal ini adalah pekerja di 
CV. Garuda Mulia Perkasa.  
Untuk dapat menjalankan akad ija>rah, baik musta’jir maupun 
mu’ajir harus mempunyai kriteria yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. 
Orang yang berakad adalah mereka yang sudah cakap, berakal sehat, baligh, 
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mumayyiz dan tidak ada paksaan untuk berakad. Apabila syarat tersebut tidak 
terpenuhi, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah.96  
Mandor, sopir, tukang dan pekerja laki-laki maupun perempuan di CV. 
Garuda Mulia Perkasa semuanya telah berumur lebih dari 30 tahun, sehingga 
dimungkinkan mereka cakap bertindak hukum, telah baligh dan atas kerelaan 
sendiri untuk bekerja. CV. Garuda Mulia Perkasa juga tidak memperkerjakan 
anak kecil dibawah umur.  
CV. Garuda Mulia Perkasa dalam merekrut tenaga kerja tidak hanya 
melihat dari segi baligh, berakal dan cakap saja, namun juga 
mempertimbangkan dari segi kemampuan dan keahlian para pekerja sesuai 
dengan bidangnya masing-masing.97  
Dari penjelasan di atas akad ija>rah yang dilaksanakan oleh CV. 
Garuda Mulia Perkasa sebagai musta’jir dan pekerja sebagai mu’ajir adalah 
sah menurut hukum Islam. Karena musta’jir dan mu’ajir  telah memenuhi 
syarat dalam melakukan akad ijarah yaitu cakap, berakal sehat, baligh, 
mumayyiz dan tidak ada paksaan untuk berakad serta memiliki kemampuan 
dalam bidang masing-masing.  
 
 
                                                          
96
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 
hlm. 158. 
97
 Mulyadi, Direktur CV. Garuda Mulia Perkasa, Wawancara Pribadi, 1 April 2018, jam 
19.15 WIB. 
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B. Obyek atau pekerjaan 
Menurut dari objek hukum Islam, kerjasama antara majikan dan 
pekerja dikategorikan akad al ija>rah ala al-a’mal yaitu memperkerjakan 
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ija>rah seperti ini menurut 
ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh 
bangunan, tukang kayu, tukang  batu, tukang jahit dan buruh pabrik. 
Ketentuan terkait ‘amal yang dilakukan ajir bahwa pekerjaan yang 
dilakukan dibolehkan menurut syariah dan perundang-undangan yang berlaku, 
pekerjaan yang dilakukan harus diketahui jenis, spesifikasi, ukuran pekerjaan 
dan jangka waktu kerjanya.98 
Adapun jenis pekerjaan di CV. Garuda Mulia Perkasa antara lain, yaitu 
mandor untuk mengawasi para pekerja dan mencari tenaga kerja lain yang 
sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan. Sopir bekerja untuk mencari bahan 
material yang akan digunakan dalam membuat bangunan. Tukang gali yang 
bertugas menggali untuk membuat pondasi. Tukang batu bertugas membuat 
pondasi.  Tukang besi bertugas memasang besi sebelum pengecoran. Tukang 
kayu bertugas yang berhubungan dengan kayu. Tukang pembantu yaitu 
bertugas membuat adonan pengecoran, menyiapkan bahan material seperti 
batu bata, mengangkut kayu, serta keperluan lainnya. Tukang cat bertugas 
untuk mengecat plafon, dinding, pintu maupun jendela dan lain sebagainya.  
                                                          
98 Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ija>rah. 
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Dalam hal ini, bahwa di CV. Garuda Mulia Perkasa dalam menentukan 
jenis pekerjaan kepada pekerja sangatlah jelas, sehingga masing-masing 
pekerja mengetahui tugas dan kewajiban-kewajibannya dalam melaksanakan 
pekerjaan, serta dapat mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut. 
C. Ujrah atau upah 
Seorang pekerja berhak mendapatkan upahnya apabila ia telah selesai 
menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai kesepakatan, karena 
umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat 
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun 
apabila pekerja tidak menunaikan pekerjaannya atau membolos, maka hal itu 
juga akan diperhitungkan, karena setiap hak juga disandingkan dengan 
kewajiban. 
Upah merupakan balasan atau imbalan yang menjadi hak pekerja 
karena telah melaksanakan pekerjaannya. Al-Quran dan as sunnah telah 
memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja dan berusaha semaksimal 
mungkin sehingga mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang telah 
dikerjakan, baik dalam tataran ibadah maupun muamalah. Akan tetapi, al-
Quran dan as sunnah tidak menjelaskan dan mengatur penetapan upah secara 
mendetail, karena upah termasuk dalam bidang muamalah yang senantiasa 
berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan masyarakatnya. Upah dalam 
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ija>rah harus jelas wujud nilai dan ukurannya dan jelas pula waktu 
pembayarannya.99 
Dalam praktik pengupahan yang dijalankan di CV. Garuda Mulia 
Perkasa terdapat perbedaan dalam penentuan besarnya upah antara pekerja, 
tukang, mandor, sopir dan pekerja lain. Dikarenakan mereka mempunyai 
jabatan dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Akan tetapi hal ini 
diperbolehkan dalam syariat Islam. Yaitu sesuai dengan QS. Al-Ahqaaf (46): 
19 
 
 
Artinya: 
Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah 
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan 
mereka dan mereka tidak dirugikan.100 
 
Pemimpin dan sopir material di CV. Garuda Mulia Perkasa 
melaksanakan sistem pengupahan berdasarkan upah yang sepadan, yaitu upah 
yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjannya. Tetapi 
di CV. Garuda Mulia Perkasa tidak menyebutkan jumlah nilai yang diberikan, 
hanya saja pembayaran upah sopir dilakukan atas maslahat yang dilakukan 
oleh pemimpin dan sopir. Bahwasanya sopir juga tidak mengetahui berapa 
jumlah upah yang akan diterimanya. Karena sistem pengupahan kepada sopir 
menggunakan sistem borongan. 
                                                          
99 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), Cet.III, hlm. 219. 
100 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid IX (Jakarta: Departemen Agama 
RI), hlm. 269. 
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Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh 
Rasulullah SAW, yang harus menyebutkan terlebih dahulu jumlah upah yang 
akan diterima para pekerja sebelum pekerjaan dimulai. 
 
 
 
 
Artinya: 
Dari Abi said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang 
siapa memperkerjakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan upahnya”. 
(H.R. Abdur Razzak, dalam hadis tersebut terdapat riwayat yang munqathi. 
Dan dalam riwayat Al-Baihaqi terdapat hadits maushul menurut dari jalan 
Abu Hanifah.101  
 
Dalam perjanjian antara pihak majikan dengan pihak pekerja juga 
tidak menetapkan nominal upah. Upah diberikan atas kebijakan sepihak dari 
pihak pemimpin saja. Perjanjian hanya menyebutkan jenis pekerjaan dan 
waktu kerja.102 Sementara itu, pihak pekerja hanya menerima dan mengikuti 
saja kebijakan yang dilaksanakan.  
Pada kenyataannya, sistem pengupahan yang diterapkan di CV. 
Garuda Mulia Perkasa tidak mengikutsertakan penetapan pemberian besaran 
upah pekerja.103 Upah yang diberikan harus disepakati dan diketahui oleh para 
pihak yang melakukan perjanjian, yang berisi kuantitas atau kualitas upah, 
                                                          
101 Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash Shan’ani, Syarah Bulughul Maram, Ed.Tim Darus 
Sunnah Cet. Ke-1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hlm. 160.  
102 Suwarti, Kuli Bangunan, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2018, jam 07.57 WIB. 
103 Paidi, Tukang Batu, Wawancara Pribadi, 26 Mei 2018, jam 07.30 WIB. 
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baik berupa angka nominal, prosentase tertentu maupun rumus yang dipakai 
untuk menetapkan upah.  
Penegasan upah dalam perjanjian adalah sesuatu yang harus diketahui 
dan disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini mencegah terjadinya 
kesalahpahaman dalam pemberian upah maka pekerja juga berhak untuk dapat 
melakukan tawar menawar mengenai besarnya upah yang diterima dan 
dengan sopir juga mengetahui besaran upah yang diterima, maka dapat 
menghindari perselisihan di antara para pihak nantinya. Ketentuan ini 
disamping untuk menghindari dan terjadinya perselisihan, juga untuk 
menjamin ketenangan para pekerja dalam menjalankan tugas dan kewajiban, 
selain itu juga dapat memelihara hubungan antara majikan dengan pekerja 
dengan tidak menuntut adanya tambahan upah. Dengan demikian, 
menunjukkan bahwa pengupahan di CV. Garuda Mulia Perkasa belum sesuai 
dengan rukun dan syarat ija>rah. Karena dalam akad ija>rah harus jelas 
nilai/nominal, waktu dan bentuk upah.  
CV. Garuda Mulia Perkasa memberlakukan waktu kerja selama 6 hari 
dalam satu minggu, dan masuk kerja dimulai pukul 08.00 s/d 16.00. 
Sedangkan waktu istirahat dilaksanakan dan dimulai ketika waktu shalat 
dzuhur tiba sampai satu jam berikutnya.104 
                                                          
104
 Mulyadi, Direktur CV. Garuda Mulia Perkasa, Wawancara Pribadi, 1 April 2018, jam 
19.15 WIB. 
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Kondisi seperti diatas adalah waktu kerja normal yang berlaku di CV. 
Garuda Mulia Perkasa pada karyawannya. Namun untuk kururn waktu 
tertentu, pihak CV. Garuda Mulia Perkasa memberlakukan jam lembur ketika 
pekerjaan kontruksi mendekati waktu kontrak. Dan pada karyawan lembur 
diberikan uang lembur atas jasa yang diberikan sesuai dengan jumlah jam 
lemburnya. 
D. S{igat (ijab dan kabul) 
Dalam memperkerjakan seseorang untuk bekerja di suatu perusahaan 
diharuskan adanya kejelasan, karena dengan adanya kejelasan akan dapat 
ditentukan bagaimana cara atau sistem pengupahan yang akan dilaksanakan 
oleh kedua belah pihak, yaitu antara pemimpin dan karyawannya. Allah 
berfirman dalam QS al-Maidah (5) :1 
 
 
 
 
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya. 
 
Setiap akad memiliki akibat hukumnya, yaitu tercapainya sasaran yang 
ingin dicapai sejak awal sampai pemindahan hak guna dari kedua belah pihak 
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yang berakad. Akad bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang 
melakukan akad. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tidak boleh 
dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal syara atau dalam akad tidak 
memenuhi salah satu rukun atau syarat akad. 
Ijab dan qabul merupakan rukun terpenting dari akad dan mempunyai 
syarat-syarat tertentu, yaitu jelasnya pengertian yang dimaksud, adanya 
kesesuaian antara ijab dan qabul, serta bersambungnya ijab dan qabul dalam 
satu tempat. Akad ija>rah harus dinyatakan secara tegas serta dapat 
dimengerti oleh dua orang yang berakad. Akad ija>rah boleh dilakukan 
secara lisan, tertulis, isyarat, perbuatan atau tindakan maupun dengan sarana 
modern.105 
Di CV. Garuda Mulia Perkasa menyatakan ijab dan qabul antara 
majikan dengan buruh kerja berupa perkataan tertentu yang mengandung 
maksud yang jelas. Contoh perkataan ijab dan qabul tersebut adalah: 
- Direktur berkata: “besok ada proyek di Desa Mojokerto, saya minta tolong 
saudara bantu pasang batu disana, saya bayar seminggu sekali dan nanti 
disana sampai selesai proyeknya”. 
- Tukang: berkata: “ya” 
Perkataan yang dipakai sebagai ijab dan qabul tesebut mengandung 
kesesuaian makna dan maksud yang jelas, serta dilakukan dalam satu tempat 
                                                          
105
 Oni Sahroni dan M Hasanuddin, Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan 
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 80. 
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dimana majikan meminta tukang untuk melaksanakan suatu pekerjaan sampai 
pekerjaan selesai. Dengan bentuk, jumlah dan waktu disepakati antara kedua 
belah pihak.  
Sehingga dari sini, penulis menyimpulkan bahwa ijab dan qabul antara 
majikan dan karyawan di CV. Garuda Mulia Perkasa sudah sesuai dengan 
prinsip Islam. Karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ija>rah. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan fakta-fakta diatas tentang 
sistem pengupahan karyawan CV. Garuda Mulia Perkasa dalam perspektif 
ija>rah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Sistem pengupahan di CV. Garuda Mulia sebelum mendapatkan atau 
memenangkan paket lelang akan fokus terhadap penyediaan material 
bahan bangunan dan lainnya cukup dengan mengupah mandor dan sopir 
yang membeli material bahan bangunan. Apabila mendapatkan paket 
lelang pekerjaan kontruksi maka sistem pengupahan para pekerja dihitung 
harian tetapi pemberiannya diberikan oleh mandor setiap seminggu sekali 
setiap hari sabtu.  
2. Pada umumnya sistem pengupahan di CV. Garuda Mulia Perkasa sudah 
sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana terlihat pada rukun dan syarat 
akad ija>rah, yaitu‘aqidain (pihak yang berakad), obyek atau pekerjaan, 
sighat (ijab dan qabul). Tetapi ada beberapa hal yang kurang sesuai 
dengan hukum Islam, yaitu pada ujrah atau upah belum sesuai dengan 
syarat ujrah. Didalam perjanjian antara pekerja dan direktur tidak 
menyebutkan nominal upah yang akan diterima pekerja. Upah diberikan 
kepada pekerja atas kebijakan sepihak, yaitu pihak direktur saja. 
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B. Saran  
Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang 
sistem pengupahan di CV. Garuda Mulia Perkasa dalam perkembangannya 
sampai sekarang ini, saran yang harus diperbaiki untuk sistem pengupahan di 
CV. Garuda Mulia Perkasa: 
1. Di dalam perjanjian seharusnya dijelaskan secara mendetail mengenai 
penentuan jumlah upah. Karena pada dasarnya pekerja juga berhak untuk 
mengetahui dan melakukan tawar menawar mengenai besarnya upah yang 
akan diterima. Dengan cara tersebut akan menghindarkan perselisihan 
yang terjadi antara para pihak kemudian hari. 
2. Pada kondisi dewasa ini, seharusnya setiap pengusaha berusaha untuk 
menciptakan sistem pengupahan yang benar-benar aspiratif dan yang 
dapat memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
UNTUK DIREKTUR CV. GARUDA MULIA PERKASA 
 
A. Profil Perusahaan 
1. Sejarah berdirinya CV. Garuda Mulia Perkasa 
2. Visi dan misi CV. Garuda Mulia Perkasa 
3. Struktur organisasi CV. Garuda Mulia Perkasa 
4. Jumlah tenaga kerja 
5. Jam kerja 
B. Sistem pengupahan 
1. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di CV. Garuda Mulia  
Perkasa? 
2. Apakah dalam memberikan upah ada kendalanya? 
3. Samakah jumlah upah yang diberikan kepada para pekerja? 
4. Berapa jumlah upah pokok yang diberikan? 
5. Kapan pembayaran upah dilakukan? 
6. Pekerja dalam satu hari bekerja selama berapa jam? 
7. Apakah saat mendapatkan proyek besar dan kecil juga berpengaruh 
dengan tingkatan upah? 
8. Apakah ada kesepakatan dengan karyawan mengenai penetapan jumlah 
upah? 
9. Para pekerja yang melaksanakan proyek mempunyai grup/organisasi 
sendiri atau tidak? 
10. Pekerja yang memegang alat berat termasuk pekerja di CV. Garuda Mulia 
Perkasa atau tidak? 
11. Apakah pekerja bangunan adalah pekerja tetap? 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA  
UNTUK PEKERJA  CV. GARUDA MULIA PERKASA 
 
1. Mengapa saudara memilih bekerja di CV. Garuda Mulya Perkasa? 
2. Berapa lama saudara bekerja di CV. Garuda Mulya Perkasa? 
3. Bagaimana sistem pengupahan yang diterapkan di CV. Garuda Mulya 
Perkasa? 
4. Apakah sistem upah yang ada benar-benar sudah diterapkan? 
5. Dalam sehari berapa lama waktu untuk bekerja? 
6. Berapa jumlah upah yang saudara terima? 
7. Kapan pembayaran upah dilakukan? 
8. Apakah ada kendala saat waktu pemberian upah? 
9. Apakah ada akad atau perjanjian dengan pemilik perusahaan mengenai 
penentuan jumlah upah?  
10. Saudara bekerja di bagian apa? 
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Foto-foto wawancara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan direktur CV. Garuda Mulia Perkasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan mandor CV. Garuda Mulia perkasa 
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Wawancara dengan sopir material CV. Garuda Mulia Perkasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan pekerja CV. Garuda Mulia Perkasa 
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Wawancara dengan tukang batu CV. Garuda Mulia Perkasa 
 
  
 
 
 
 
 
 
Wawancara dengan tukang pembantu CV. Garuda Mulia Perkasa 
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Wawancara dengan tukang batu CV. Garuda Mulia Perkasa 
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